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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karuniaNya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat diselesaikan dengan baik.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu
Selatan merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini mengaju
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan
merupakan instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan yang
berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 disusun sebagai perwujudan pertanggung
jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana
tercantum dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026.

Semoga penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan
menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar
pengukuran kinerja kedepan lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan
program dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan sebagai bahan evaluasi pada periode yang akan
datang.

Kotapinang,  Januari 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangin Sumber Daya Manusia
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Fsyah, SH, M.AP
¢y, - Pembjga Utama Muda (IV/e)
HENTP 19670214 199303 1 005
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan suatu bentuk
pertanggung jawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas — tugas dan harus merupakan
kewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama kurun waktu
1 (satu) tahun.

Dalam LKJIP ini tertuang Tugas — tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Salah satu kegiatan yang
merupakan serta menjadi pencapaian kinerja adalah urusan kepegawaian dan bagaimana
pengembangan, serta pendidikan dan Pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 ini menyampaikan keberhasilan kinerja
program dan kegiatan sesuai dengan persentasi realisasi Anggaran yang ada pada Tahun 2022
banyak kegiatan yang mendukung Tugas-tugas pokok dan fungsi mencapai Kinerja lebih rendah
dibandingkan kinerja pada Tahun 2021 dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang terjadi pada
saat penyelenggaraan kegiatan.

Adapun program Kkinerja yang akan diukur terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah;

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Laporan ini juga menyampaikan rencana kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia untuk tahun 2023 yang akan datang. Selain menyampaikan informasi
tentang Realisasi Pencapaian Kinerja utama dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja
laporan ini juga menyampaikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta

pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya Pembangunan Daerah adalah merupakan sub sistem dari
rangkaian pelaksanaan pembangunan Nasional, yang dilakukan oleh masyarakat
bersama dengan Pemerintah di daerah secara berencana, bertahap dan
berkesinambungan sesuai dengan kondisi dan potensi yang timbul dan berkembang di
daerahnya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten
Labuhanbatu Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di
bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dalam
mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional pada penyelenggaraan
pemerintahan kabupaten labuhanbatu selatan .

Dalam hal pencapaian hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok
tersebut, perlu disusun suatu perencanaan strategik yang meliputi keseluruhan
pembagian tugas dari masing-masing bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan, guna
dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang akan dicapai, sekaligus
untuk dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja setiap tahunnya yang
tertuang pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun
2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kerja maupun capaian
kinerja selama Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya maka setiap unit
teknis/unit utama yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, wajib
memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai
dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yang disusun dan disampaikan secara sistematis.
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Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, perlu disusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan transparan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun
2022 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun kelima dari Rencana Strategis
(Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Labuhanbatu Selatan periode Tahun 2021-2026. Maksud disusunnya Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022
adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang
jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban
keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2022
serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian
kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi
kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun 2022;

3. Hasil Evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditahun selanjutnya serta

masa yang akan datang.
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C. DASAR HUKUM

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

Selatan dilaksanakan dengan berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

15. Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022, tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA LABUHANBATU SELATAN

D. 1. Kedudukan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten
Labuhanbatu Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk
berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 06 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
D.2. Tugas pokok dan fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten
Labuhanbatu Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di
bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia kabupaten Labuhanbatu Selatan menyelenggarakan fungsi —
fungsi sebagai berikut :

a. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia;

b. Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang kepegawaian, pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian,
pengembangan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, mutasi dan
promosi;

c. Pengelolaan urusan ketatausahaan badan; serta

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati Labuhanbatu Selatan, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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E. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

terdiri dari :

A.
B.

mm o o

Badan

Sekretariat

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Penatausahaan Keuangan;

2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset;

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Bidang Mutasi dan Promosi

Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

[
[ i

SUB BAGIAN UMUM - -
DAN PENATAUSAHA SUB BAGIAN PROGRAM,
KEUANGAN PELAPORAN DAN ASET
BIDANG PENGADAAN, ) BIDANG PENGEMBANGAN
PEMBERHENTIAN, DAN BIDANG KOMPETENSL. PENILAIAN
INFORMASI KEPEGAWAIAN MUTASI DAN PROMOSI DAN E?AAPLLA?U}ENERJA

: ! '

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN FUNGSIONAL DAN FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA
Kepala Badan

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin mengkoordinasikan dan

mengendalikan Badan dalam melaksanakan penyusunan dann pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang Kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Badan

mempunyai fungsi ;
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. Perumusan  kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia.
Pemberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan

mempunyai uraian tugas:

1
2.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Menyusun rencana dan program kerja Badan;

Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kewenangannya;

Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas
bawahan;

Menyusun formasi Aparatur Sipil Negara.

Melaksanakan Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan pengangkatan Calon Aparatur
Sipil Negara;

Memfasilitasi kegiatan lembaga profesi ASN dan pengurusan
dokumen dasar profesi ASN

Melaksanakan pengembangan kompetensi serta pendidikan dan pelatihan bagi
Aparatur Sipil Negara;

Melaksanakan kegiatan penilaian dan  evaluasi kinerja dalam
pemberian tunjangan tambahan penghasilan pegawai

Menyelenggarakan  kegiatan pembinaan  dan  proses penegakan
disiplin aparatur

Mengusulkan penghargaan dan tanda jasa Aparatur

Mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan  pemberhentian dalam dan dari
jabatan;

Mengusulkan perpindahan Aparatur Sipil Negara antar OPD dan antar instansi;
Mengusulkan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara dan usul mutasi lainnya;
Melaksanakan pemutakhiran data  Aparatur Sipil Negaradan
menyajikan informasi kepegawaian.

Memimpin, membina dan  mengendalikan pelaksanaan tugas
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16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Sekretaris

badan;

Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
Memberikan rekomendasi dan  pertimbangan teknis di bidang
kepegawaian;

Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan badan;

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dibidang kepegawaian;

Merumuskan rencana strategis, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);

Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
Menyusun usulan anggaran Kepala Badan dan bawahannya;

Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam pelaksanaan
sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;

Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui
sekretaris daerah;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati;

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan,

ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan

program kegiatan dan pelaporan, perencanaan keuangan dan kepegawaian, penyusunan

program, aset serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi;

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, keuangan,

kepegawaian, aset, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;

2. Pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di lingkungan badan meliputi

administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset.

3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup

badan

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia beserta penyusunan

program badan.

4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan badan.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris

mempunyai uraian tugas:

1.

10.

11.

12.

13.
14.

Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta
menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif
kepada seluruh bidang dan sub bidang dalam lingkup badan.

Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;

Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan
kepegawaian;

Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan
pengelolaan keuangan dan aset;

Mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan;

Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan
administrasi umum, pengelolaan keuangan, pelaporan danasset;

Menilai prestasi kerja para kepala sub bagian dalam rangka pembinaan dan
pengembangan Karir;

Menginvetarisir permasalahan dan  menyiapkan data/bahan
pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;

Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP);

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada
pimpinan;

Menyusun usulan anggaran dibidang sekretaris;

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan;

Sub Bagian Umum dan Penatausahaan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan

rumahtangga serta kepegawaian dan administrasi keuangan di lingkungan Badan. Dalam

menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi ;

1.
2.

Pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, keuangan dan kearsipan badan.
Pengelolaan dan  pelayanan administrasi perlengkapan dan

kerumahtanggaan.
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Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian badan.

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan  pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;

Pelaksanaan evaluasi program, kegiatan dan keuangan dalam lingkup sub bagian;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan

Pentausahaan Keuangan mempunyai uraian tugas:

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Pentausahaan Keuangan;
Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan
keuangan;

Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang
meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip naskah dinas;
Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keindahan
lingkungan kantor;

Melaksanakan tugas kehumasan, keprotokoleran dan perjalanan dinas;

Melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian;

Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang untuk keperluan badan
sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana serta
pengelolaan keuangan badan;

Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan data / bahan pemecahan masalah
sesuai dengan bidang tugasnya;

Menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan Badan;
Menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai di lingkungan Badan;

Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi
penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun serta pelayanan izin
dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan Badan;

Menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Badan;
Mengkoordinasikan pembuatan Standar Kompetensi Pegawai (SKP) serta penilaian dan
evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Badan;

Menyiapkan dan  mengkoordinasikan pembuatan Daftar  Urut
Kepangkatan (DUK) di lingkungan Badan;

Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;

Menyusun usulan anggaran dibidang umum dan keuangan;
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18. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dan;

19. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya;

Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset

Sub Bagian Program dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan badan. Dalam

menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Program dan Pengelolaan Aset mempunyai

fungsi;

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis badan.

2. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan.
3. Penyiapan bahan evaluasi pelaporan kegiatan badan.

4. Penyiapan bahan pengeloaan aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program dan

Pengelolaan Aset mempunyai uraian tugas:

1

©

=

Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program, Pelaporan dan Pengelolaan
Aset;

Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas sesuai dengan Rencana Strategis
Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD);

Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan
badan;

Penyiapan bahan pengelolaan Aset

Menyiapkan bahan usulan program dan kegiatan tahunan badan;

Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan statistik sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan;

Menyiapkan bahan ~ dan  menyusun pelaporan kegiatan  serta
laporan akuntabilitas kinerja badan;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf  perencana di
lingkungan badan;

Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
Menyusun usulan anggaran dibidang program;

Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga
yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan

pendistribusian barang pakai habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di
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lingkungan Badan;

Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris / asset kantor, baik
barang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas

pokok penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelaksanaan

dan pengendalian tugas secara terpadu di bidang pengadaan, pemberhentian dan Informasi

kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Kepegawaian memiliki fungsi:

1.

Penyusunan dan pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis pengadaan, pemberhentian
dan informasi kepegawaian;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian,
pelaksanaan dan pengendalian tugas secara terpadu di bidang pengadaan, pemberhentian
dan informasi kepegawaian;
Peyusunan laporan pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

1

Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan program kerja badan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Penyusunan perencanaan pengadaan, pemberhentian dan
informasi kepegawaian;

Pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi
kepegawaian;

Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pengangkatan pegawai dengan instansi terkait;
Menyusun rencana pengadaan sebagai usulan kepada Kepala Badan;

Menyusun bahan dan menganalisis data dalam rangka penyusunan petunjuk teknis,
pengadaan dan pemberhentian ASN, faslitasi lembaga dan profesi ASN serta data dan
informasi kepegawaian;

Memberi saran atau pertimbangan kepada Kepala Badan sebagai bahan pengambilan

keputusan;
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10.

14.

16.

17.

18.

Menyusun petunjuk teknis pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
Menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan Kepada Kepala BKPSDM dan Naskah
dinas lain yang berkaitan dengan administrasi Pengadaan dan Pengangkatan CPNS/PNS,
Pemberhentian ASN, fasilitasi Lembaga dan Profesi ASN, Data dan Informasi sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

Menyusun formasi dan pengusulan PNS Daerah Kabupaten setiap tahun;

Menyusun bahan pelaksanaan Pengadaan PNS Daerah sesuai formasi yang telah
ditetapkan;

Menyusun bahan Nota Pengajuan Usul NIP(Nomor Identitas Pegawai) bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah ke Badan Kepegawaian Negara;

Menyusun bahan penetapan kebijakan teknis pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menyusun bahan dalam rangka pelaksanaan teknis operasional di bidang pengadaan,
pemberhentian dan informasi kepegawaian;

Mengevaluasi hasil kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
Menyusun usulan anggaran dibidang pengadaan, pemberhentian dan informasi
kepegawaian;

Melaporkan hasil kegiatan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi
kepegawaian kepada Kepala Badan melalui sekretaris baik lisan maupun tertulis, dan;

Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan;

Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian dan Evaluai Kinerja Aparatur

Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang Pengembangan Kompetensi,

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pegawai serta menyiapkan bahan koordinasi,

pembinaan, pengendalian, pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis

penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian dan

Evaluasi Kinerja Aparatur memiliki fungsi:

a.

Penyusunan rencana dan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kompetensi,
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
Penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan dibidang

Pengembangan Kompetensi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
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d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan

Kompetensi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :

1

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22,

Merumuskan dan mengembangkan rencana kerja sesuai dengan program kerja Badan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Mensosialisasikan tugas dan petunjuk kerja kepada Sub Bidang;

Mensosialisasikan di lingkungan Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian dan
Evaluasi Kinerja Aparatur;

Melaksanakan penyiapan, koordinasi dan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi,

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pelatihan Pengembangan
Kompetensi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

Mengembangkan hasil kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
Merumuskan rencana dan program Kerja;

Merencanakan usulan anggaran dibidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian dan
Evaluasi Kinerja Aparatur;

Mensosialisasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;

Melaksanakan kebijakan umum dan teknis program Pengembangan Kompetensi,
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur bagi pegawai negeri sipil daerah;

Merumuskan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
Melaksanakan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

Mensosialisasikan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
Melaksanakan pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi pegawai;

Melaksanakan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai;

Mensosialisasikan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa
Aparatur;

Melaksanakan Pembinaan Disiplin ASN;

Melaksanakan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;

Mensosialisasikan Evaluasi Disiplin ASN;

Merumuskan Pelayanan Proses Izin Perceraian Bagi Pegawai;

Melaksanakan Pelatihan Dasar bagi calon pegawai negeri sipil daerah;

Melaksanakan Pelaporan Penerbitan Surat Anak Lampiran 3 dan Anak Lampiran 4 Perka

BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun
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23.
24,

25,
26.
21.

28.
29,

3L

32

37

PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS;

Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Teknis;

Mengembangkan peningkatan sarana dan prasarana Pengembangan Kompetensi,
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur PNS daerah;

Melaksanakan Ujian dinas dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
Melaksanakan pengelolaan tugas belajar dan izin belajar;

Mengembangkan dan Merumuskan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintahan dibidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur;

Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

Mengembangkan Penyusunan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum;
Mengembangkan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan

Pilihan bagi Jabatan Administrasi

Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan

Urusan Pemerintah Umum;

Melaksanakan Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum;

Melaksanakan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi,
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar,
Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional;

Mengembangkan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota;

Melaksanakan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota;

Melaksanakan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber
Belajar;

Merencanakan Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga;

Merencanakan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam

Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional;
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39.

40.

41,
42,

Melaksanakan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan;
Melaksanakan ‘Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang
Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama serta Pengembangan
Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan;
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan
kegiatan dan;

Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan baik secara lisan maupun tertulis;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

Bidang Mutasi dan Promosi

Bidang Mutasi mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan, pengokoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian tugas secara terpadu di bidang

Mutasi, Kepangkatan, dan pengelolaan promosi ASN.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Mutasi dan Promosi memiliki fungsi :

Penyiapan bahan perumusan Kkebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian,
pelaksanaan dan pengendalian tugas secara terpadu di bidang Mutasi dan Promosi;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian,
pelaksanaan dan pengendalian tugas secara terpadu di bidang kepangkatan;
Pengiventarisasian permasalahan berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program
kerja Bidang Mutasi dan Promosi serta bahan tindak lanjut penyelesaianya;

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program Bidang Mutasi dan Promosi;
Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi bidang Mutasi dan Promosi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Mutasi

mempunyai uraian tugas:

5.

Penyusunan perencanaan, mutasi, promosi dan kepangkatan pegawai;

Pelaksanaan mutasi, promosi dan kepangkatan pegawai;

Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan program kerja Badan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Menyusun rencana kebutuhan bidang mutasi dan promosi sebagai bahan usulan kepada
Kepala Badan;

Menyusun bahan dan menganalisis data dalam rangka penyusunan petunjuk teknis,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

mutasi, promosi dan kepangkatan pegawai;

Memberi saran atau pertimbangan kepada Kepala Badan sebagai bahan pengambilan
keputusan;

Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan baik lisan maupun tertulis;

Menyusun rencana dan program kerja bidang Mutasi dan promosi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

Mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan melalui pengkajian
permasalahan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

Memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya, secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang lingkungan BKPSDM
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi
serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
Menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan Kepada Kepala BKPSDM dan Naskah
dinas lain yang berkaitan dengan administrasi pemindahan, Pencantuman Gelar,
Perbaikan Masa Kerja, Kenaikan

Pangkat dan promosi pegawai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

Meneliti dan mengkaji usulan pemindahan PNS dalam dan antar Daerah, alih status,
penempatan kembali setelah selesai tugas,untuk diproses dan bahan pertimbangan
kepada atasan;

Melaksanakan pengurusan dan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat PNS,
Melaksanakan pengurusan dan pengelolaan administrasi pencantuman gelar dan
peninjauan masa kerja PNS;

Menghimpun, meneliti dan mengkaji usulan pengangkatan dan pemindahan serta
menyusun telaahan staf terhadap usulan tersebut sebagai masukan kepada Kepala
BKPSDM,;

Menyusun usulan anggaran di bidang mutasi;

Memberikan layanan konsultasi fasilitasi, pelaksanaan program bidang Mutasi guna
menunujang kelancaran tugas;

Meneliti dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sehubungan dengan bidang

Mutasi dan Promosi dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun
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21.

22.

23.

24.

25.

sebagai bahan penyusunan laporan;

Melaksanakan evaluasi dan menilai kinerja bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

Mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang
Mutasi dan Promosi dan serta menyiapkan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian
masalahnya;

Melaporkan pelaksanaan tugas program kegiatan di bidang Mutasi dan Kepangangkatan
kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BKPSDM baik secara lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;

Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
800/8762/OTDA tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu
Selatan memiliki Kelompok Jabatan Fungsional yang disetarakan sebanyak 5 (lima)

jabatan fungsional.

4.1.1 Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hal melaksanakan tugas dibidang
kepegawaian, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di dukung para

personil sebagai berikut :

LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2022 17



Tabel 4.3.1

PERSONIL APARATUR SIPIL NEGARA & PEGAWAI TIDAK TETAP
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PTTPK) BKPSDM
BERDASARKAN PENDIDIKAN

PENDIDIKAN FORMAL (ORANG) PERSE
JENIS JLH | NTASE
PEGAWAI SLTA | D2 D3 S1 S2 %
Aparatur Sipil
Negara (ASN) 1 i i ! 8 16 50
Calon Aparatur
Sipil Negara i i i 1 i 1 3.1
PTTPK 4 - 1 10 - 15 46,9
JUMLAH 5 - 1 18 8 32 100
Tabel 4.3.2
KOMPOSISI APARATUR SIPIL NEGARA BKPSDM
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN
JUMLAH | PERSENTASE
NO PANGKAT GOLONGAN (ORANG) %
1 | Pembina Utama IV/e - -
2 | Pembina Utama IV/d - -
Madya
3 | Pembina Utama Muda IV/c 1 6
4 | Pembina TK. | IV/b 3 18
5 | Pembina IV/a - -
6 | Penata TK. | Ii/d 6 35
7 | Penata I/c 4 23
8 | Penata Muda TK. | /b 1 6
9 | Penata Muda I/a 1 6
10 | Pengatur TK. | I/d 1 6
11 | Pengatur I/c - -
12 | Pengatur Muda TK. | I1/b -
13 | Pengatur Muda Il/a - -
JUMLAH 17 100
TABEL 4.3.3

APARATUR SIPIL NEGARA & PTTPK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO | JENIS ASN PTTPK | JUMLAH | PERSENTASE
KELAMIN | (ORANG) | (ORANG) %
1 |PRIA 6 8 14 44
2 | WANITA 11 7 18 56
JUMLAH 17 15 32 100
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TABEL 4.3.4
PERSONIL APARATUR SIPIL NEGARA BKPSDM
BERDASARKAN ESELON

NO ESELON JUMLAH PERSENTASE %
(ORANG)

1 B 1 14

2 A 1 14

3 11 B 3 43

4 IV A (DEFINITIF) 2 29

5 VA (PIt) - -
JUMLAH 7 100

4.1.2 Sarana dan Prasarana

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Labuhanbatu Selatan menempati areal Kompleks Perkantoran

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Desa Sosopan Kotapinang.

Untuk mempelancar pelaksanaan tugas dan kegiatan di Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu adanya sarana dan prasarana

pendukung yaitu:

TABEL 4.3.2.1

DAFTAR ASET BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NO. NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN
1. Kenderaan Roda Empat 2 unit Baik
2. Kenderaan Roda Dua 7 unit Baik
3. Kursi Tangan 2 unit Baik
4. Air Conditioner 10 unit Baik
5. Meja 1 Biro 2 unit Baik
6. Mesin Absensi 1 unit Baik
7. Meja Kerja 23 unit Baik
8. Meja Komputer 7 unit Baik
9. Kursi Putar (Eselon I1) 2 unit Baik
10. Kursi Kerja 15 unit Baik
11. Kursi Kerja Tangan 2 unit Baik
12. Almari Kayu 2 unit Baik
13. Filling Kabinet 10 unit Baik
14, Komputer PC 58 unit Baik
15. Printer 14 unit Baik
16. Notebook 16 unit Baik
17. UPS/Stabilizer 2 unit Baik
18. TV dan parabola 2 unit Baik
19. Dispenser Lux 1 unit Baik
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20. Papan Pengumuman 1 unit Baik

21. TV Monitor 1 unit Baik
22. Plank Kantor 1 unit Baik
23. Meja Kayu/Rotan 5 unit Baik
24, Jerjak/Jeruji Besi 1 unit Baik
25. Gorden 2 unit Baik
26. Camera 1 unit Baik
217, Peralatan jaringan lain-lain 1 unit Baik
28. CCTV 1 set Baik
29. Rak Buku 1 unit Baik

30. Komputer

Mainframe/Server 1 unit Baik
31, Kelengkapan jaringan LAN 1 unit Baik
32. Kursi Tamu 3 unit Baik
33. Meja Piket/Receptionist 1 unit Baik
34, Mesin Fhoto copy 2 unit Baik
35. Meja Rapat 1 unit Baik
36. Kursi Rapat 10 unit Baik
37. Kursi Putar 23 unit Baik
38. Lemari Besi (Lemari Arsip) 8 unit Baik
39. Infocus dan Layar 1 unit Baik

proyector
40. Mesin Fax 1 unit Baik
41. Alat Pemadam Kebakaran 1 unit Baik
42. Generator 1 unit Baik
43. Kursi Lipat 20 Buah Baik

F. ASPEK STRATEGIS

Pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 Kepala Daerah
Bupati danWakil Bupati memiliki 6 (enam) misi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia termasuk pada Misi ke-3 yaitu : Mewujudkan Labuhanbatu Selatan
dalam pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Sedangkan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Misi ini untuk Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur serta Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur dan Pendidikan Kedinasan.
Sesuai dengan Misi dan Arah Pembangunan yang tertuang pada RPJMD Kabupaten
Labuhanbatu Selatan 2021-2026 menjadi dasar bagi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menentukan
aspek-aspek strategis, sebagai berikut:
1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan

2. Membina dan mendorong Sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan
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3. Penataan ASN berbasis kompetensi dan peningkatan kualitas SDM ASN sebagai

penyokong penyelenggara pemerintah daerah.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Labuhanbatu Selatan terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan,
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Struktur Organisasi dan Asset yang ada,

Dasar Hukum, Aspek Strategis serta Sistematika Penyusunan.

BAB Il. RENCANA STRATEGI DAN PERJANJIAN KINERJA
Menjelaskan secara ringkasan/ikhtisar mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan

Cara Pencapaian serta perjanjian kinerja yang akan dilakukan pada tahun sebelumnya.

BAB Il1l. AKUNTABILITAS KINERJA
Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022.
Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi: pembandingan antara target dan

realisasi kinerja tahun 2022.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan yang umum atas capaian kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022
dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam

rangka peningkatan kinerjanya.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis
merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk dapat mengukur kinerja instansi
pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian SDM
dan sumber daya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional
maupun global, yang secara konsisten berpedoman pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini
menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) Instansi Pemerintah yang memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaannya.

Selanjutnya, renstra berserta rencana dan capaian kinerja BKPSDM Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

A.l. Penetapan Rencana Strategi Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-
2026 dilakukan melalui pendekatan partisipatif, yaitu dengan melibatkan seluruh
pihak yang ada di lingkungan BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing. Partisipasi para pimpinan dalam penyusunan
Renstra dilakukan mulai dari inventarisasi dan identifikasi permasalah, isu strategis,
potensi, peluang serta kendala yang ada atau mungkin timbul sampai dengan
penjabarannya ke dalam suatu dokumen Renstra.

Renstra BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 ini
merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai serta strategi
dan kebijakan yan akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam Renstra BKPSDM
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman bagi
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para pimpinan maupun seluruh pegawai BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan
dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengelolaan kepegawaian daerah selama

lima tahun ke depan.

A.2. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026

Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dirumuskan sebagai gambaran keadaan masa
depan yang diinginkan oleh BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diwujudkan
bersama dengan Visi Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan yang
tertuang pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 adalah:

“ LABUHANBATU SELATAN SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”
Sedangkan Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Labuhanbatu Selatan adalah:

“Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Unggul, Profesional dan Bermartabat”

Visi tersebut di atas mempunyai makna :

a. Pertama: “Aparatur yang Unggul ” mempunyai makna bahwa Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia berisikan aparatur yang memiliki kualitas yang
baik, dan kemauan dalam melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai
tupoksi yang diembannya.

b. Kedua: “Aparatur yang Profesional” mempunyai makna bahwa Sumber Daya Manusia
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berisikan aparatur
yang mempunyai ilmu pengetahuan, kemampuan dan kecakapan yang memadai,
kompeten serta memiliki kehandalan di bidangnya dalam mengelola atau mengurus
pegawai.

c. Ketiga : "Aparatur yang Bermartabat” mempunyai makna bahwa Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus mampu membentuk sumber daya
manusia yang memiliki integritas, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan,
lembaga dan pimpinan, serta menjunjung tinggi moral dan etika profesi yang bebas dari
intervensi apapun.

Untuk mewujudkan Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka
disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Misi:
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Misi inilah yang diharapkan menjadi sarana dalam mewujudkan visi tersebut, yang

dirumuskan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang terintegrasi;

b.  Perencanaan, pengembangan dan peningkatan SDM Aparatur yang kompeten dan
profesional;

c. Peningkatan Pelayanan Kepegawaian yang Optimal, bersih, akuntabel dan transparan.

Sedangkan untuk Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun
2021-2026 pada Misi 3, yaitu:

“ Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan bebas dari
KKN”
dengan prioritas pembangunan khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia yaitu : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pendidikan

Kedinasan.

A.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Pengertian tujuan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja,
Instansi Pemerintahan, adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dimaksud mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.
Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif,
akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa
mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan
indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk
diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana

tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai
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dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam Rencana
Strategis/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Beberapa tujuan dan sasaran strategis yang secara spesifik ingin dicapai dalam
5 tahun kedepan penjabaran misi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut:

MISI TUJUAN SASARAN
1. Pengelolaan Sistem [ 1.1  Terciptanya 1.1.1. Meningkatnya
Informasi  Manajemen Pemanfaatan akurasi data
kepegawaian yang teknologi informasi Sumber daya
terintegrasi; dalam pengelolaan aparatur ~ melalui
manajemen pengembangan
kepegawaian yang sistem  informasi
terintegritas. manajemen

kepegawaian.

2. Perencanaan, 1.1 Mewujudkan SDM 2.1.1. Men.lngkatnya
pengembangan dan Aparatur yang kualitas penataan
peningkatan SDM kompeten dan SDM Aparatur

Aparatur yang kompeten profesional.

dan profesional;

2.1.2. Meningkatnya
kapasitas Sumber

Daya Aparatur di

1.2 Peningkatan
penataan Aparatur
yang kompeten,

yang memiliki sikap ngkl_mgan
dan perilaku yang pemerintah
sesuai dengan Kabupaten
kebutuhan Labuhanbatu
Selatan
2.1.3. Peningkatan
Kualitas  Kinerja
ASN
3. Peningkatan Pelayanan | 3.1 Terwujudnya 3.1.1. Meningkatnya
Kepegawaian yang penyelenggaraan layanan
Optimal, bersih, pelayanan administrasi  dan
akuntabel dan transparan kepegawaian yang manajemen
tepat waktu dan kepegawaian
sasaran

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2022

Rencana Aksi Kinerja adalah Pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan
pada satu tahun anggaran kerja. Rencana Aksi Kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 telah
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disusun berdasarkan arah kebijaka baik dari segi anggaran dan sasaran dan indikator kinerja
yang telah di tetapkan pada Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam renstra BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026, maka
disusunlah perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan). Rencana kinerja
tahunan ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan
penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan.

Dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan sasaran beserta indikator kinerja dan
targetnya. Rencana Kinerja Tahunan BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022

sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

C. PERJANJIAN KINERJA 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian
kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih
tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa
melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang
mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, berserta target kinerja. Secara formal,
pernyataan Kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu
Selatan dengan Bupati Labuhanbatu Selatan berserta formulir Perjanjian Kinerja BKPSDM
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) tujuan dan 5 (lima)
sasaran strategis berserta 6 (enam) indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2022.
Dalam pencapaian tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja BKPSDM Kabupaten
Labuhanbatu Selatan tahun 2022.

I(\)I Tujuan Sasaran Strategi Indikator Kinerja | Target
1. Terciptanya Meningkatkan  Sistem | Tingkat 70%
Pemanfaatan Informasi Kepegawaian | Pengembangan
teknologi  informasi | melalui pengembangan | Goverment
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dalam  pengelolaan | sistem dan aplikasi
manajemen kepegawaian
kepegawaian yang
terintegritas.
Mewujudkan ~ SDM | Meningkatkan Jumlah Aparatur yang | 95%
Aparatur yang | Kapasitas Sumber Daya | mengikuti Pendidikan
kompeten dan | Aparatur melalui | dan Pelatihan
professional Pendidikan dan
Pelatihan, serta
Pendidikan  Lanjutan
ASN
Penyusunan Standar | Jumlah kegiatan | 40%
Kualitas Kinerja pendidikan dan
pelatihan kapasitas
SDM Aparatur
Peningkatan penataan | Penyusunan Standar | Rasio Aparatur | 75%
Aparatur yang | Kompetensi dan | berpendidikan tinggi
kompeten, yang | Pelaksanaan Assesment | Tingkat 85%
memiliki sikap dan | Center Profesionalisme
perilaku yang sesuai aparatur pemerintah
dengan kebutuhan
Terwujudnya Meningkatkan Tingkat penataan | 40%
penyelenggaraan Pelayanan Administrasi | sistem, prosedur dan
pelayanan dan Manajemen | kualitas pelayanan
kepegawaian yang | Kepegawaian yang | publik
tepat waktu dan | berbasis teknologi dan
sasaran didukung dengan data

yang akurat
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang
diberikan kepada pengemban amanat melalui media. Sedangkan Kinerja dapat diartikan sebagai
prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas dan fungsi. Akuntabilitas adalah
kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan
kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja Instansi Pemerintah diartikan
sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Instansi Pemerintah sebagai
penjabaran dari visi dan misi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Oleh karena itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Labuhanbatu Selatan sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja
sebagai potret keinginan yang kuat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam meningkatkan kinerja organisasi.

A. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna
memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Capaian indikator kinerja sasaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan tingkat pencapaian target
dari indikator kinerja sasaran yang dicapai padan Tahun 2022, diukur dengan membandingkan
nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dan target. Hasil pengukuran capaian Kinerja
sasaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Labuhanbatu Selatan:

LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2022 28



_ Tahun 2022 Tahun 2021
N Indikator Sat
0. atuan
ineri % %
Kinerja Target | Realisasi _ Realisasi )
Capaian Capaian

1. | Tingkat Penataan
sistem, prosedur,
) % 70 70 100 70 107,69

dan kualitas
pelayanan publik
2. Tingkat

Profesionalisme

% 85 85 100 85 106,25
aparatur

pemerintah

3. Rasio Aparat

berpendidikan % 75 75 100 75 119,04
tinggi

4. | Jumlah Aparatur

yang mengikuti
Pendidikan dan

Pelatihan

% 95 95 100 95 100

5. | Jumlah Kegiatan
pendidikan dan
) ) % 40 40 100 40 100
pelatihan kapasitas
SDM aparatur
1. Tingkat
Pengembangan E- % 90 90 100 90 100

Goverment

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Labuhanbatu Selatan sebagai Organisasi Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi
pembantu di bidang kepegawaian yang secara garis besar pada Tahun 2022 telah mencapai

Kinerja program dan kegiatan dapat diurai sebagai berikut:
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1. Indikator Kinerja Pertama “Tingkat Penataan sistem, prosedur, dan kualitas pelayanan
publik”

Indikator Kinerja pertama ini BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengidentifikasi
telah melaksanakan Program dan kegiatan yang mendukung dengan Penataan sistem,
prosedur, dan kualitas pelayanan dengan menyediakan pelayanan yang optimal”

Pada sasaran ini indikator kinerjanya dapat dilihat Jumlah PNS yang memperoleh SK
Kenaikan Pangkat dan SK Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 1804 ASN dan

dilaksanakannya Pelaksananaan Sumpah janji PNS sebanyak 196 Orang.

2. Indikator Kinerja Kedua “Tingkat Profesionalisme aparatur pemerintah”

Pada Indikator Kinerja ini BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengidentifikasi
telah melaksanakan Program dan kegiatan yang mendukung dengan peningkatan
Profesionalisme Aparatur Pemerintah.

Pada sasaran ini indikator kinerja dapat dilihat dari pelaksanaan sub kegiatan berupa
pelaksanaan Pelantikan Struktural sebanyak 8 (delapan) kali, Pelantikan Jabatan
Fungsional sebanyak 2 kali dan Pelaksanaan Assessment Center bagi Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama pada tahun 2022.

3. Indikator Kinerja Ketiga “Rasio Aparat berpendidikan tinggi”
Pada Indikator Kinerja ini BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengidentifikasi
telah melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung dengan berpendidikan tinggi
bagi ASN.

Indikator Kinerja pada sasaran strategis ini adalah jumlah Aparatu Sipil Negara Kabupaten
Labuhanbatu Selatan berupa PNS yang memiliki pendidikan tinggi baik S3, S2, S1, dan
D3 dibanding dengan jumlah PNS yang masih berpendidikan SMA. Pada tahun 2022 dapat
dilihat dengan jumlah PNS Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

1. PNS dengan pendidikan S3 sebanyak 1 Orang

2. PNS dengan Pendidikan S2 sebanyak 1996 Orang

3. PNS dengan Pendidikan S1 sebanyak 161 Orang

4. PNS sebanyak Pendidikan D3 sebanyak 597 Orang
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4. Indikator Kinerja Keempat “Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan”

Pada indikator kinerja yang diambil adalah jumlah PNS yang mengikuti Diklat
Kepemimpinan, Tugas Belajar dan Diklat Prajabatan. Pada tahun 2022 peserta yang
mengikuti diklat kepimpinan adalah 31 (tiga puluh satu) orang dengan rincian:

Diklat Pim 11 sebanyak 9 orang

Diklat Pim 11l sebanyak 11 orang

Diklat Pim 1V sebanyak 11 orang.

PNS penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas ada 2 (dua) orang, Sedangkan target
peserta Prajabatan Calon PNS Daerah adalah 168 orang

Realisasi Latihan Dasar dan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, dan Tugas Belajar
Terkait tentang Latihan Dasar Prajabatan hanya terealisasi sebanyak 41 orang hal ini tidak
dapat terlaksana dikarenakan sudah terisi penuh jumlah peserta untuk setiap angkatan
sampai dengan akhir tahun 2022 di BPSDM Prov-Su, dan kegiatan Diklat Kepemimpinan
baik itu Diklat Pim Il sebanyak 9 Orang, Diklat Pim Il sebanyak 11 Orang, dan Diklat
PIM IV tidak terealisasi. Sedangkan kegiatan tugas belajar pada tahun 2022 telah realisasi
kepada 2 (dua) orang.

5. Indikator Kinerja Kelima “Jumlah Kegiatan pendidikan dan pelatihan kapasitas SDM

aparatur”

Indikator kinerja untuk ini adalah berupa Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang

mendukung pencapaian indikator sebut diatas. Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki 2 (dua)

program kegiatan yang mendukung hal ini.

Pada program kepegawaian ada 2 (dua) sub kegiatan mendukung pendidikan dan pelatihan

kapasitas SDM aparatur yaitu:

1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK berupa kegiatan Pembekalan bagi
CPNS Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 127 Orang.

2. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur berupa Sosialisasi
Pembuatan SKP terbaru baru PNS dengan jumlah peserta 40 Orang.

Pada program Pengembangan Sumber Daya Manusia ada 1 (satu) sub kegiatan mendukung

pendidikan dan pelatihan kapasitas SDM aparatur yaitu Penyelenggaraan Pengembangan

Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara

Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan
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Umum vyaitu Berupa Sosialiasi PP Nomor 94 Tahun 2021 yang terdiri dari 2 (dua)

Angkatan dengan masing-masing angkatan ada 100 orang peserta.

6. Indikator Kinerja Keenam “Tingkat Pengembangan E-Goverment”

Indikator kinerja untuk ini adalah berupa Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang
mendukung pencapaian indikator sebut diatas. Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus melakukan
pengembangan aplikasi yang dapat membantu urusan kepegawaian dan pendidikan
pelatihan berjalan lebih berkualitas, baik itu dari segi pelayanan kepegawaian baik berupa

data maupun administrasi kepegawaian.

B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain dari 5 (lima) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator Kinerja yang
diperjanjikan Kepala BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam dokumen Perjanjian
Kinerja, Tahun 2022 ini BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga melakukan kegiatan
untuk mendukung pencapaian beberapa Indikator Kinerja yang tertuang dalam dokumen
Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM vyang terdapat pada RPJMD Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja pada
No Indikator pada awal periode Akhir Periode RPIMD
RPJMD (2021) (2022)
1 Persentase Kinerja ASN 90% 85%
Persentase Aplikasi
2 kepegawaian yang 100% 100%

dikembangkan
Jumlah Pemberian
3 penghargaan dan pelayanan - 1804
kepegawaian
Persentase Pejabat ASN yang
4 telah mengikuti Pendidikan 8,07% 8,9%
dan Pelatihan struktural
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C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja organisasi, tidak terlepas dari dukungan
dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan
yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dengan membandingkan antara alokasi
dan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun 2022
memperoleh Anggaran Belanja sebesar Rp. 18.698.515.906,- dan setelah adanya perubahan
Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Labuhanbatu Selatan berkurang menjadi Rp. 22.475.202.236 dengan komposisi pagu anggaran
dan realisasi Belanja Langsung BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022
sebagai berikut:

Capaian

N Program/Kegiatan/Sub Anggaran Realiasi (%)

0 Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

1. | Administrasi Keuangan 54.69
Perangkat Daerah Rp. 17.437.845.676 | Rp. 9.536.433.981

» Penyediaan Gaji dan 54,62
Tunjangan ASN Rp. 17.354.117.067 | Rp. 9.479.047.181

» Penyediaan Administrasi

69,14
Pelaksanaan Tugas ASN Rp. 63.488.609 | Rp.  43.866.800

=  Pelaksanaan

Penatausahaan dan 66.67
Pengujian/Verifikasi Rp. 20.280.000 | Rp. 13.520.000

Keuangan SKPD

2. | Administrasi
Kepegawaian Perangkat | Rp. 11.627.385 | Rp. 0 0
Daerah

» Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut | Rp. 11.627.385 | Rp. 0 0
Kelengkapannya

3. | Administrasi Umum 6527
Perangkat Daerah Rp. 371.395.833 | Rp. 242.404.686

= Penyediaan Komponen

Instalasi 80.82
Listrik/Penerangan Rp. 9.275.295 | Rp. 7.495.900
Bangunan Kantor

= Penyediaan Bahan RD. 7.098.214 | Rp. 920450 | 9903

Logistik Kantor
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» Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Rp.

10.875.248

Rp.

1.471.000

13,53

= Fasilitasi
Tamu

Kunjungan

Rp.

4.979.596

Rp.

2.750.000

55,23

= Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Rp.

338.267.480

Rp.

222.767.336

65,86

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Rp.

95.617.038

Rp.

62.359.570

65,22

= Pengadaan Mebel

Rp.

26.727.885

Rp.

16.302.570

60,99

» Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Rp.

68.889.153

Rp.

62.359.570

66,86

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Rp.

345.923.396

Rp.

297.532.029

86,01

» Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Rp.

1.900.184

Rp.

490.000

25,79

» Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Rp.

83.023.212

Rp.

47.292.029

56,96

Jasa
Umum

= Penyediaan
Pelayanan
Kantor

Rp.

261.000.000

Rp.

249.750.000

95,69

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Rp.

131.961.657

Rp.

73.746.380

54,64

» Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kenderaan Perorangan
Dinas atau Kenderaan
Dinas Jabatan

Rp.

38.420.000

Rp.

23.229.200

60,46

= Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kenderaan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Rp.

63.591.657

Rp.

29.221.800

45,95

= Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Rp.

13.030.000

Rp.

1.470.000

11,28

» Pemeliharaan/Rehabilita
si Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Rp.

19.920.000

Rp.

19.825.380

99,53

Program Kepegawaian Daerah

Pengadaan,

Pemberhentian dan

Rp.

427.658.385

Rp.

320.690.060

74,99
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Informasi  Kepegawaian
ASN

= Koordinasi Pelaksanaan

Administrasi Rp. 62947221 | Rp.  36.072.191| °731
Pemberhentian
= Fasilitasi Lembaga 84,48
Profesi ASN Rp. 55.057.217 | Rp. 46.513.300
* Pengelolaan Data | pn 75530000 | Rp.  74.280.000 | 9835
Kepegawaian
= Koordinasi dan Fasilitasi
Pengadaan PNS dan| Rp. 234.123.947 | Rp. 163.824.569 | ©9.97
PPPK
8 | Mutasidan PromosiASN | Ry 163904578 | Rp.  82.624.046 | 041
- Zesnﬂe'o'aa” Mutasi | py  520992.858 | Rp.  40.831.005 | 77:05
= Pengelolaan  Kenaikan 41,34
Pangkat ASN Rp. 52.600.000 | Rp. 21.747.241
" Peelolaan - Promost| gy 58310720 |Rp. 20045800 | 3438
9. | Pengembangan 66,74
Kompetensi ASN Rp. 1.575.445.120 | Rp. 1.051.396.770
" Pengelolaan Assessment | Rp. 1102472634 | Rp. 637501331 | 578
= Pengelolaan Pendidikan 95,52
Lanjutan ASN Rp.  400.000.000 | Rp. 382.086.550
= Fasilitasi Pengembangan
Karir dalam jabatan Rp. 72.972.486 | Rp. 31.718.889 4341
fungsional
10|  Penilaiandan Evaluasi | o, 194 956903 | Rp.  79.609.500 | 6925
Kinerja Aparatur
= Pengelolaan Pemberian
Penghargaan bagi| Rp. 64.996.688 | Rp.  61.849.500 95,16
Pegawai
= Pengelolaan
Penyelesaian | gy 49950535 | Rp.  17.760.000 | 3555
Pelanggaran Disiplin
ASN
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
11 | Pengembangan 61,89
Kompetensi Teknis Rp. 504.060.983 Rp. 311.963.000
» Penyelenggaraan Rp. 504.060.983 | Rp. 311.963.000 61,89
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Umum, Inti dan Pilihan
bagi jabatan
Administrasi
Penyelenggara  Urusan
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah
LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2022 35




Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

12

Sertifikasi, Kelembagaan,
Pengembangan
Kompetensi  Manajerial
dan Fungsional

Rp. 1.387.423.000 | Rp. 696.023.154 50,17

» Penyelenggaraan Rp. 1.387.423.000 | Rp. 696.023.154 50,17

Pengembangan

Kompetensi bagi

Pimpinan Daerah,

Jabatan Pimpinan

Tingai, Jabatan

Fungsional,

Kepemimpinan dan

Prajabatan

Berdasarkan informasi pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja

keuangan BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2022 mencapai 56,51%

mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja keuangan pada tahun 2021

sebesar 86,20%. Capaian kinerja keuangan pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan

tahun 2021, akan tetapi dalam pencapaian pada setiap Program, Kegiatan maupun Sub

Kegiatan belum maksimal, hanya ada beberapa kegiatan yang pencapaian realisasi anggaran

belum mencapai 60%, yaitu:

1.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
realisasi anggaran hanya 54,64 % hal ini diakibatkan oleh ada 2 (dua) sub kegiatan yang
tidak terlaksana secara maksimal dalam pemanfaatan anggaran yang ada untuk melakukan
pemeliharaan kenderaan dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia ;

Kegiatan Administasi Keuangan Perangkat Daerah realisasi anggaran hanya 54,69 % hal
ini diakibatkan oleh ada 1 (satu) sub kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal
anggaran namun tidak terealisasi yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan
belum sesuai dengan penghitungan bulan penggajian;

Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak realisasi dikarenakan belum
adanya Peraturan Daerah tentang Pakaian Batik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
pada Tahun 2022;

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dikarenakan pada sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan
Pangkat ASN dan Pengelolaan Promosi ASN yang belum mencapai 60% secara realisasi

anggaran;
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5. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Fungsional ini hanya terealisasi sebanyak 50,17% hal ini dikarenakan adanya Pelaksanaan
Diklat PIM IV sebanyak 11 orang yang telah di rencanakan tidak terealisasi dan ada 127
Orang CPNS Prajabatan yang tidak dapat dilaksanakan di Tahun 2022.
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan kinerja BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022 disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi
program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kepegawaian
daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan pegawai, formasi dan pengembangan pegawai,
perpindahan pegawai, pendistribusian dan kegiatan lainnya diwujudkan dalam indikator
Kinerja.

Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022 ini
menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang
ditunjukan olen BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun Anggaran 2022 yang
telah ditetapkan dalam dokumen penjanjian kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
tahun anggaran 2022.

Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022 ini
diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses
perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan

pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

B. SARAN

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran sebagai
berikut:

1.  Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebaiknya
penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan
organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia (baik SDM maupun alokasi
anggaran), langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan

perkembangan isu-isu strategis di bidang kepegawaian;
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2. Mengoptimalkan peran pengawasan pada internal BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu
Selatan agar lebih proaktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai;

3. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait
(terutama dengan instansi pusat), mengingat adanya beberapa kegiatan BKPSDM
Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terkait langsung dengan instansi pusat, seperti
kegiatan seleksi penerimaan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Seleksi Terbuka untuk

Pimpinan Tinggi Pratama.
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